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LAPORAN 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



 

KATA PENGANTAR 

 

Sebagai Badan Publik yang telah menorehkan sejarah panjang prestasi, mulai dari 

mempertahankan predikat "Informatif" secara berturut-turut sejak tahun 2022 hingga 

puncaknya meraih Juara 2 PPID Informatif Terbaik Lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan pada Tahun 2025, BPPP Banyuwangi menyadari bahwa tantangan di tahun 2026 

adalah keberlanjutan inovasi. Kepercayaan publik yang tinggi harus diimbangi dengan 

kualitas layanan prima yang Cepat, Mudah, Efisien, dan Tanpa Diskriminasi. 

Laporan ini membedah secara komprehensif performa layanan selama periode April 

hingga Juni 2026 (Triwulan II). Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPPSDM 

Kelautan dan Perikanan, seluruh Tim Pelaksana PPID, serta masyarakat nelayan, 

pembudidaya, pelaku usaha, dan akademisi yang terus mendorong kami menjadi Pusat 

Keunggulan (Center of Excellence) informasi perikanan. 

 

 

Banyuwangi, 1 Juli 2026 

PPID Pelaksana BPPP Banyuwangi 

 

 

 

Moch. Muchlisin 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pelatihan dan 

Penyuluhan  Perikanan  (BPPP)  Banyuwangi  dapat  menyelesaikan  "Laporan  

Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026". Laporan ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban mutlak atas mandat konstitusi, khususnya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 



BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Pasal 28 F 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi 

merupakan pilar esensial untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan 

akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui akses informasi yang transparan dan 

terbuka, masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk turut serta dalam proses 

perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbagai program kebijakan publik yang 

dijalankan oleh aparatur pemerintah. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) memiliki 

Visi "Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2026". BPPP Banyuwangi, sebagai ujung 

tombak pelaksana teknis di daerah, menerjemahkan visi tersebut melalui penyediaan 

informasi publik yang bermutu. Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 42 Tahun 2023, informasi tidak hanya dikelola secara pasif, tetapi harus 

didiseminasikan secara agresif guna meningkatkan kapasitas ribuan kelompok pelaku 

utama dan pelaku usaha perikanan binaan di wilayah kerja BPPP Banyuwangi. 

Lebih jauh lagi, dinamika kebutuhan masyarakat di era reformasi birokrasi dan 

digitalisasi saat ini menuntut Badan Publik untuk tidak sekadar menggugurkan kewajiban 

administratif, melainkan menghadirkan ekosistem layanan yang inklusif dan proaktif. Hal 

ini dijawab secara nyata oleh BPPP Banyuwangi melalui komitmen pelayanan tanpa 

diskriminasi, yang dibuktikan dengan penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok 

rentan (penyandang disabilitas) di ruang pelayanan terpadu, serta pelaksanaan inovasi 

jemput bola "Gerai Pelangi". Transformasi progresif ini memastikan bahwa hak untuk 

mengetahui (right to know) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pesisir, 

termasuk mereka yang berada di blank spot atau memiliki keterbatasan akses teknologi. 

Dedikasi terhadap pelayanan prima tersebut telah mengantarkan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPP Banyuwangi pada standar kinerja dan reputasi 

yang sangat tinggi di tingkat nasional. Membawa rekam jejak sebagai UPT berpredikat 

"Informatif" secara berturut-turut sejak tahun 2022, dan puncaknya sukses meraih Juara 

2 PPID Informatif Terbaik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025, 

balai memiliki beban tanggung jawab moral dan institusional yang besar. Prestasi ini 

bukan sekadar penghargaan, melainkan representasi dari "Ekuitas Kepercayaan" (Trust 

Equity) publik yang menuntut pemeliharaan kecepatan respons, akurasi data, dan 

keandalan sistem setiap saat. 

Memasuki Triwulan II Tahun 2026, dinamika permohonan informasi menunjukkan tren 

kenaikan volume yang sangat signifikan. Hal ini menuntut komitmen pelayanan tanpa 

diskriminasi yang nyata, baik melalui penyediaan sarana prasarana ramah kelompok 

rentan (disabilitas) di ruang pelayanan terpadu, maupun pelaksanaan inovasi jemput bola 

"Gerai Pelangi". Pemeliharaan kualitas, mitigasi potensi sengketa informasi, dan 



penegakan tata kelola informasi publik menjadi fokus utama demi mempertahankan Trust 

Equity (Ekuitas Kepercayaan) publik yang telah terbangun. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan 

Pelaporan Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 disusun 

dengan maksud dan tujuan strategis sebagai berikut: 

1. Evaluasi Kuantitatif dan Kualitatif: Mengukur volume permohonan informasi, 

kecepatan respons (Service Level Agreement), dan indeks kepuasan layanan selama 

bulan April – Juni 2026. 

2. Pemetaan Kepatuhan Regulasi: Mengkaji sejauh mana implementasi Daftar 

Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) diterapkan secara 

konsisten. 

3. Analisis Dampak & Mitigasi Risiko: Menilai efektivitas infrastruktur ramah 

disabilitas, efektivitas inovasi proaktif di lapangan, serta menganalisis alasan 

penolakan informasi guna meminimalisir potensi sengketa. 

4. Pertanggungjawaban Prestasi: Membuktikan bahwa capaian Juara 2 Nasional dan 

raihan nilai SAQ 100,0 pada aplikasi PELIKAN bukanlah kebetulan, melainkan hasil 

dari tata kelola sistemik yang direplikasi setiap triwulan. 

 

1.3 Ruang Lingkup Layanan Balai 

Kapasitas jangkauan pelatihan BPPP Banyuwangi yang masif dengan target 

menyentuh lebih dari 1.000 orang peserta latih per tahun meliputi konsentrasi 

Penangkapan Ikan (termasuk sertifikasi kepelautan BST, ANKAPIN, SKN), Permesinan 

Perikanan, Budidaya Perikanan (Tawar, Payau, Laut, Teknologi Udang), hingga 

Pengolahan Hasil Perikanan (Sanitasi, Surimi). Diversifikasi informasi inilah yang 

menuntut sistem dokumentasi kehumasan BPPP Banyuwangi harus bekerja layaknya 

perpustakaan digital terintegrasi yang akurat dan real-time. 

Selain melayani kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, ruang lingkup 

layanan PPID BPPP Banyuwangi juga bersinggungan erat dengan pemenuhan kebutuhan 

ekosistem akademik. Reputasi balai sebagai Center of Excellence atau Pusat Keunggulan 

vokasi menjadikan instansi ini sebagai destinasi utama bagi siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) hingga mahasiswa perguruan tinggi dari berbagai daerah. Oleh karena 

itu, permohonan informasi terkait prosedur pelaksanaan magang dan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) menempati porsi lalu lintas layanan yang sangat signifikan. Pelayanan 

informasi dalam ranah ini dirancang secara komprehensif, mencakup pemberian informasi 

terkait ketersediaan kuota, fasilitas asrama, spesifikasi sarana laboratorium/workshop, 

hingga profil kompetensi instruktur yang akan membimbing peserta magang. 

Lebih dari sekadar tempat praktik kerja, BPPP Banyuwangi juga menjadi lokus 

observasi empiris yang esensial bagi para peneliti independen dan akademisi. 

Permohonan informasi yang diajukan ke meja PPID kerap kali berupa permintaan data 

primer, rekapitulasi statistik hasil pelatihan, parameter keberhasilan inovasi teknologi 



budidaya, hingga prosedur perizinan pelaksanaan penelitian terapan. Kebutuhan data 

riset ini dikelola dan dilayani secara cermat oleh Tim Pelaksana PPID melalui kurasi Daftar 

Informasi Publik (DIP) yang mutakhir, guna memastikan bahwa sinergi antara balai dan 

masyarakat akademik dapat menghasilkan kajian yang berkontribusi positif terhadap 

pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional. 



BAB II. TATA KELOLA KELEMBAGAAN, PERSONALIA, DAN INTEGRITAS 

 

2.1 Tim Pelaksana PPID 

Guna memastikan pelayanan informasi berjalan sistematis, transparan, dan terukur, 

kepengurusan Tim Pelaksana PPID BPPP Banyuwangi Tahun 2026 ditetapkan melalui 

Surat Tugas Nomor B.257/BPPP.BYW/TU.110/II/2026 pada tanggal 04 Februari 2026. 

Operasional layanan informasi dipimpin secara strategis oleh Kepala BPPP Banyuwangi 

selaku PPID Pelaksana, dibantu oleh jajaran fungsional dengan susunan definitif sebagai 

berikut: 

1. Moch. Muchlisin., A.Pi. M.P (PPID Pelaksana) 

2. Ketua Tim Kerja (Wali Data/Petugas Layanan) 

3. Firman Pra Setia Nugraha, S.St.Pi, M.Tr.Pi (Koordinator/Petugas Layanan) 

4. Candra Istiana, S.ST.Pi (Anggota Bidang Pelayanan Informasi/Petugas Layanan) 

5. Danar Pradana Akbar, A.Md.Ak (Anggota Bidang Pengelolaan Informasi/Petugas 

Layanan) 

6. Astari Wiranti, S.Pi (Anggota Bidang Pengelolaan Informasi/Petugas Layanan) 

7. Luh Putu Yulni Darmiasih, S.Pi (Anggota Bidang Penyelesaian 

Sengketa/Petugas Layanan) 

8. Ricky Aditya Saputra, S.ST.Pi (Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa/Petugas 

Layanan) 

9. Moch. Rifani Noer Sandhi (Anggota Bidang Teknologi Informasi/Petugas 

Layanan) 

10. Penyuluh Perikanan Petugas Gerai Pelangi (Petugas Layanan Informasi 

Mobile) 

 

2.2. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Personel 

Pembagian beban kerja (Workload Distribution) disusun dengan sangat terperinci agar 

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping). Rincian operasional harian 

masing-masing elemen tim adalah sebagai berikut: 

• PPID Pelaksana: Bertindak sebagai pembina strategis, pengambil keputusan tertinggi 

(otorisator) dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi, dan mewakili instansi secara sah 

apabila terjadi penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat kementerian maupun 

komisi informasi. 

• Wali Data / Petugas Layanan: Mengkurasi, memvalidasi, dan menyediakan data 

mentah sektoral dari masing-masing tim kerja (anggaran, sarana prasarana, teknis 

pelatihan, dan penyuluhan) untuk diolah menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) yang 

akurat. 



• Koordinator / Petugas Layanan: Melakukan supervisi harian terhadap seluruh lalu 

lintas permohonan (baik dari e-PPID, Email, maupun WhatsApp), menjadi Quality 

Control (Pengendali Mutu) terhadap draf surat balasan, serta memantau ketat Service 

Level Agreement (SLA) waktu penyelesaian agar selalu sesuai dengan Maklumat 

Pelayanan. 

• Bidang Pelayanan Informasi: Menjadi Frontliner atau garda terdepan di Loket Ruang 

Pelayanan Terpadu, memandu pemohon khususnya penyandang disabilitas dalam 

menggunakan fasilitas pendukung (Braille, alat bantu dengar, text-to-speech), serta 

melakukan tertib administrasi pada buku registrasi permohonan. 

• Bidang Pengelolaan Informasi: Bertindak sebagai operator utama pengelola 

dokumen yang bertugas mengonversi dokumen fisik menjadi format digital, melakukan 

kategorisasi klasifikasi informasi (Serta Merta, Berkala, Setiap Saat), dan menjadi 

administrator untuk sistem informasi kehumasan. 

• Bidang Penyelesaian Sengketa: Melakukan advokasi, mitigasi risiko hukum, dan 

menyusun analisis respons apabila terdapat pemohon yang mengajukan surat 

keberatan atau ketidakpuasan atas layanan/penolakan informasi publik. 

• Bidang Teknologi Informasi: Bertanggung jawab penuh atas pemutakhiran website, 

mengaudit tautan informasi agar tidak terjadi broken link, mengamankan basis data 

digital balai, serta merawat infrastruktur sistem jaringan yang terintegrasi ke portal e-

PPID Pusat. 

• Petugas Layanan Informasi Mobile: Menjadi eksekutor lapangan (Tim Jemput Bola) 

pada inovasi program "Gerai Pelangi" yang bertugas membawa layanan kelembagaan 

secara proaktif menuju sentra-sentra nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir 

di wilayah binaan. 

 

2.3 Deklarasi Maklumat dan Komitmen Bersama 

Integritas adalah urat nadi pelayanan. PPID BPPP Banyuwangi tidak memberikan 

ruang bagi disorientasi layanan melalui dua instrumen pengikat hukum yang 

dipublikasikan secara luas: 

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik (Ditetapkan 2 Januari 2026): Sebuah 

kontrak sosial antara balai dan masyarakat, yang menegaskan kesiapan memberikan 

pelayanan yang Cepat, Mudah, Efisien, Tanpa Diskriminasi, serta kesediaan 

menerima sanksi teguran hingga sanksi disiplin ASN jika mengingkari maklumat 

tersebut. 

2. Komitmen Bersama KIP (Ditandatangani 10 Maret 2026): Pakta integritas internal 

yang disepakati oleh seluruh jajaran pimpinan (Ketua Tim Kerja) untuk menjamin 

alokasi anggaran, penyediaan sarana prasarana, dan suplai data teknis ke meja PPID 

tanpa birokrasi yang berbelit. 

 

 



2.4 Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) 

Demi menjamin kualitas pelayanan yang konsisten dan menghindari disparitas 

penanganan permohonan di lapangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) BPPP Banyuwangi berpegang teguh pada instrumen panduan teknis yang baku. 

Seluruh jajaran petugas, mulai dari frontliner di meja layanan hingga PPID Pelaksana 

selaku pengambil kebijakan, diwajibkan untuk tunduk secara mutlak pada 6 (enam) pilar 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pokok. Keenam instrumen ini merupakan 

pengejawantahan dari regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di tingkat pusat, 

yang mencakup: SOP Permohonan Informasi, SOP Uji Konsekuensi, SOP Keberatan Atas 

Informasi Publik, SOP Penyelesaian Sengketa Informasi, SOP Pemutakhiran Daftar 

Informasi Publik (DIP), serta SOP Pendokumentasian Informasi Publik. Penerapan 

kepatuhan terhadap SOP ini memastikan bahwa setiap warga negara yang mengajukan 

permohonan mendapatkan perlakuan yang setara, profesional, terukur, dan tidak 

bergantung pada subjektivitas petugas yang sedang berjaga. 

Secara lebih spesifik, implementasi SOP Permohonan Informasi dan SOP Uji 

Konsekuensi bertindak sebagai filter ganda (double filter) yang sangat esensial dalam 

operasional harian. Di satu sisi, petugas dituntut untuk memproses permohonan secepat 

mungkin sesuai amanat Maklumat Pelayanan; namun di sisi lain, instrumen Uji 

Konsekuensi menjadi benteng pertahanan institusi guna menghindari terjadinya 

malapraktik administratif berupa pembocoran rahasia negara, penyebaran data pribadi, 

maupun publikasi dokumen intelijen/strategis yang belum layak konsumsi. Setiap 

informasi yang berpotensi masuk ke dalam ranah pengecualian akan dianalisis risiko 

dampaknya secara ketat sebelum keputusan penolakan atau persetujuan diterbitkan. 

Harmonisasi ini turut ditunjang oleh kepatuhan pada SOP Pemutakhiran DIP, di mana Tim 

Pelaksana secara periodik mengkurasi basis data informasi sehingga output yang 

disajikan kepada publik selalu relevan dan memiliki validitas tinggi. 

Lebih jauh lagi, BPPP Banyuwangi juga telah memitigasi potensi gesekan hukum 

dengan pemohon informasi melalui arsitektur SOP Keberatan dan SOP Penyelesaian 

Sengketa. Apabila terdapat pemohon yang merasa tidak puas, merasa diabaikan, atau 

menolak alasan penolakan informasi yang diberikan, mekanisme penyampaian keberatan 

telah diatur secara transparan agar dapat diselesaikan melalui mediasi administratif di 

tingkat internal balai sebelum bereskalasi menjadi sengketa hukum di hadapan Komisi 

Informasi. Seluruh rangkaian dinamika permohonan, pengujian, hingga penyelesaian 

masalah ini pada akhirnya diikat secara presisi oleh SOP Pendokumentasian. Melalui tata 

kelola kearsipan yang disiplin, rekam jejak (audit trail) pelayanan informasi baik dalam 

format cetak maupun rekam digital disimpan secara aman dengan batas retensi arsip 

selama lima tahun, guna menjamin akuntabilitas historis badan publik di masa mendatang. 

 



BAB III. SINERGI KINERJA, EVALUASI PUSAT, DAN REALISASI ANGGARAN 

 

3.1 Pemutakhiran Data dan Koordinasi Berkala 

Memasuki Triwulan II Tahun 2026, intensitas koordinasi vertikal antara BPPP 

Banyuwangi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

serta Sekretariat BPPSDM Kelautan dan Perikanan di Jakarta terus ditingkatkan secara 

masif. Langkah ini diambil dengan kesadaran penuh bahwa sebagai Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di daerah, BPPP Banyuwangi tidak dapat beroperasi dalam ruang hampa 

(silo). Setiap kebijakan publikasi dan pelayanan informasi di daerah harus tegak lurus 

dengan grand design kehumasan kementerian, khususnya dalam mendukung narasi 

besar Visi Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2026. 

Rangkaian aktivitas strategis ini sama sekali bukan sekadar rutinitas administratif 

untuk menggugurkan kewajiban pelaporan periodik. Sebaliknya, sinergi berkelanjutan ini 

merupakan kunci fundamental (key success factor) bagi balai dalam mengelola ekspektasi 

publik. BPPP Banyuwangi menyadari bahwa mempertahankan gelar dan reputasi sebagai 

Badan Publik berpredikat "Informatif" terlebih dengan status sebagai Juara 2 PPID Tingkat 

KKP pada Tahun 2025 dengan target Juara 1 PPID Tingkat KKP jauh lebih menantang 

daripada saat meraihnya. Oleh karena itu, koordinasi vertikal difungsikan sebagai wadah 

konsultasi proaktif untuk memastikan setiap inovasi layanan di tingkat balai selalu 

mendapatkan legitimasi dan dukungan penuh dari pimpinan pusat. 

Dalam aspek operasional digital, Tim Pelaksana PPID bergerak cepat dan sangat 

disiplin melakukan peninjauan (screening) secara menyeluruh terhadap arsitektur website 

resmi balai. Proses audit internal ini difokuskan pada pengecekan fungsionalitas seluruh 

tautan dokumen, guna memitigasi dan memastikan tidak adanya tautan yang rusak 

(broken link) pada etalase Daftar Informasi Publik (DIP). 

Analisis di balik tindakan preventif ini sangat krusial: broken link bukan sekadar 

masalah teknis (IT), melainkan representasi dari "janji transparansi yang tidak ditepati". 

Ketika masyarakat pesisir, akademisi, atau pelaku usaha mencoba mengunduh Laporan 

Keuangan, Rencana Kerja, atau SOP Pelayanan namun dihadapkan pada halaman error, 

hal tersebut akan secara langsung mencederai Trust Equity (Ekuitas Kepercayaan) publik. 

Oleh sebab itu, pemeliharaan infrastruktur data ini bersifat esensial guna menjamin 

terwujudnya layanan informasi publik yang real-time, andal, dan benar-benar 

mencerminkan maklumat layanan yang Cepat, Mudah, Efisien dan Tanpa Diskriminasi 

dengan tidak adanya hambatan teknis. 

Lebih dari sekadar pemeliharaan sistem, bulan Juni 2026 menjadi momentum 

strategis bagi penguatan kelembagaan PPID BPPP Banyuwangi. Pada bulan ini, 

diselenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 

yang diwarnai dengan agenda pendampingan langsung (direct mentoring) dari tim 

Sekretariat BPPSDM Kelautan dan Perikanan pusat. Kehadiran tim pusat di daerah 

memberikan nilai tambah (value-added) yang sangat besar, karena evaluasi tidak hanya 

dilakukan melalui penilaian dokumen jarak jauh, melainkan melalui observasi dan diskusi 

faktual di lapangan. 



Kegiatan pendampingan intensif ini memiliki analisis tujuan ganda yang sangat tajam. 

Pertama, untuk menyelaraskan persepsi standar keterbukaan informasi. Seringkali, 

regulasi perundang-undangan (seperti Perki Nomor 1 Tahun 2021) memiliki muatan pasal 

yang multi tafsir. Kehadiran tim BPPSDM memastikan bahwa persepsi Tim PPID BPPP 

Banyuwangi dalam mengklasifikasikan informasi mana yang terbuka dan mana yang 

dikecualikan presisi dan identik dengan standar pusat, sehingga menghilangkan disparitas 

pemahaman antara level kementerian dan unit pelaksana teknis. 

Kedua, sebagai langkah preventif memperkuat kapasitas mitigasi sengketa. 

Melalui pendampingan ini, petugas layanan balai dilatih untuk menyusun argumentasi 

penolakan informasi (atas data yang tidak dikuasai atau dikecualikan) dengan landasan 

yuridis yang kuat dan ramah publik. Keseluruhan proses pembinaan ini pada akhirnya 

memastikan bahwa roda operasional Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi 

senantiasa berjalan di atas koridor kepatuhan regulasi yang baik, benar, dan memiliki 

risiko hukum mendekati titik nol. 

 

3.2 Realisasi Anggaran PPID (DIPA 2026) 

Pelayanan publik yang proaktif dan inklusif mustahil terwujud tanpa adanya dukungan 

pendanaan yang memadai. Anggaran operasional layanan informasi PPID telah 

terintegrasi secara utuh di dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPP 

Banyuwangi Tahun 2026, yang secara keseluruhan mengelola pagu makro instansi 

hingga Rp 118,9 Miliar. 

Bukti transparansi perencanaan anggaran ini dapat diakses langsung oleh 

masyarakat. Balai telah mengumumkan secara terbuka dokumen DIPA Awal 2026 

beserta rincian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 

Tahun 2026 di etalase website PPID BPPP Banyuwangi.  

Secara spesifik, alokasi yang menunjang aktivitas kehumasan dan operasional PPID 

pada Triwulan II ini telah diserap dengan sangat efisien melalui beberapa komponen 

pembiayaan operasional, di antaranya meliputi: 

• Belanja Bahan Kontak Pelayanan: Digunakan untuk pencetakan profil lembaga, 

katalog formulir informasi, serta leaflet kalender pelatihan yang dibagikan secara gratis 

kepada masyarakat pesisir melalui program jemput bola "Gerai Pelangi". 

• Belanja Pemeliharaan Aset Digital dan Aksesibilitas: Difokuskan pada 

pembayaran sewa domain website, peningkatan bandwidth internet server e-PPID 

untuk menjamin kecepatan akses (loading time), serta perawatan alat bantu bagi 

penyandang disabilitas di ruang tunggu (seperti kalibrasi Hearing Aid dan 

pemeliharaan tablet Text-to-Speech). 

• Pembiayaan Kapasitas SDM: Dialokasikan untuk membiayai operasional perjalanan 

dinas bagi tim PPID dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) 

pelayanan informasi. 

 

 



3.3 Pencapaian Indikator SAQ  

Melalui pemantauan dashboard aplikasi PELIKAN (Aplikasi Penilaian Kinerja KIP 

Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPID BPPP Banyuwangi secara 

spektakuler berhasil mengunci dan mempertahankan nilai verifikasi akhir 100,0 

(Sempurna). 

Pencapaian angka absolut ini bukanlah pemenuhan kuota administratif semata, 

melainkan wujud manifestasi dari dedikasi dan keandalan sistem manajerial yang telah 

direplikasi secara persisten sejak awal tahun. Keberhasilan menyapu bersih skor ini juga 

merupakan hasil dari optimalisasi penginputan data dan penyiapan bukti dukung 

(eviden) secara real-time ke dalam aplikasi PELIKAN, sebuah proses krusial yang turut 

dikawal dan difinalisasi pada saat agenda Monev dan pendampingan bersama tim 

BPPSDM KP di bulan Juni 2026. 

Nilai paripurna ini diraih usai melewati proses verifikasi ketat terhadap lima dimensi 

pilar keterbukaan informasi, dengan rincian parameter mutlak: 

• Indikator Mengumumkan Informasi Publik (15,0 / 15): Kurasi informasi wajib 

berkala dan serta-merta berjalan real-time dan valid di website. 

• Indikator Menyediakan Dokumen Informasi (25,0 / 25): Mekanisme permintaan 

melalui e-PPID berlangsung responsif dan mutakhir. 

• Indikator Sarana Prasarana (25,0 / 25): Apresiasi atas ketersediaan infrastruktur 

komprehensif bagi difabel (Braille, kursi roda, Hearing Aid, Text-to-Speech) yang 

menjamin asas tanpa diskriminasi. 

• Indikator Kelembagaan (25,0 / 25): Merefleksikan soliditas internal kepengurusan 

PPID dan kepatuhan absolut pada enam pilar SOP layanan publik. 

• Indikator Digitalisasi (10,0 / 10): Integrasi gawai (smartphone) petugas dengan portal 

e-PPID KKP Pusat berjalan mulus tanpa celah hambatan teknis 

Apabila dibedah lebih mendalam, sapu bersih pada nilai Indikator Mengumumkan 

(15/15) dan Menyediakan Dokumen (25/25) membuktikan bahwa proses kurasi 34 item 

Daftar Informasi Publik (DIP) di BPPP Banyuwangi telah berjalan secara real-time, valid, 

dan sangat mudah diakses oleh publik. Tidak ada satupun dokumen wajib berkala maupun 

serta-merta yang absen dari website resmi balai. Sementara itu, perolehan skor maksimal 

pada Indikator Sarana Prasarana (25/25) merupakan apresiasi langsung atas komitmen 

instansi dalam mewujudkan Ruang Pelayanan Terpadu yang inklusif. Keberadaan fasilitas 

ramah disabilitas yang komprehensif seperti huruf Braille, alat bantu dengar (Hearing Aid), 

ketersediaan kursi roda, hingga tablet Text-to-Speech menjadi faktor pengungkit 

(leverage) utama yang membedakan kualitas BPPP Banyuwangi, menegaskan bahwa 

pelayanan publik di balai ini benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas 

tanpa diskriminasi. 

Selanjutnya, kesempurnaan pada Indikator Kelembagaan (25/25) merefleksikan 

soliditas internal Tim Pelaksana PPID Tahun 2026 yang diikat secara kuat oleh legalitas 

Surat Tugas, Maklumat Pelayanan, Pakta Integritas, dan enam pilar Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Pembagian tugas yang spesifik dari level pembina hingga operator 

harian memastikan roda kelembagaan berputar secara efektif. Terakhir, capaian Indikator 



Digitalisasi (10/10) mengonfirmasi keberhasilan transformasi teknologi balai, di mana 

integrasi sistem e-PPID dengan portal KKP Pusat berjalan mulus tanpa hambatan teknis, 

yang turut diperkuat oleh penetrasi layanan inovatif “Gerai Pelangi”. Secara akumulatif, 

kesempurnaan nilai SAQ 100,0 ini merupakan legitimasi absolut yang mengukuhkan 

kelayakan BPPP Banyuwangi dalam mempertahankan status “Informatif”, sekaligus 

menjadikan target PPID BPPP Banyuwangi memperoleh Juara 1 Nasional PPID Lingkup 

KKP pada Tahun ini. 

 



BAB IV. EKOSISTEM LAYANAN INKLUSIF DAN INOVASI STRATEGIS 

 

4.1 Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP) 2026 

Sebuah instansi dinilai transparan jika masyarakat mengetahui apa yang bisa mereka 

minta. Berdasarkan pemutakhiran teranyar, PPID BPPP Banyuwangi mengelola dan 

mengumumkan 34 Item Klasifikasi Dokumen yang terdiri dari Informasi Berkala, Serta 

Merta, dan Setiap Saat. 

Dokumen yang bebas diakses meliputi rincian DIPA, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(LAKIP), profil pimpinan, pedoman rekrutmen pegawai, hingga basis data makro 

kelompok perikanan binaan. Seluruh dokumen diarsipkan dengan siklus retensi statis 

minimal 5 tahun. 

 

 

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili,alamat lengkap, ruang 

lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Balai

b. struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, profil singkat 

pejabat struktural

c. laporan harta kekayaan pejabat BPPP Banyuwangi

d. Informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN

a. Laporan Kinerja Tahun Berjalan

b. Rencana Kerja

c. Rencana Strategis

d. Laporan Kinerja Tahunan

e. Informasi program/kegiatan yang sedang dilaksanakan

a. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

d. Daftar Aset dan Investasi

e. DIPA

f. RKA-KL

g. Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan

a. Memorandum of Understanding (MoU)

b. Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan

c. Surat Perjanjian Swakelola

d. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
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2 Program dan/atau kegiatan lingkup BPPP Banyuwangi
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No Ringkasan Isi Informasi
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Menguasai Informasi 

Penanggung Jawab 

Pembuatan/ Penerbitan 

Informasi

Waktu dan Tempat 

Pembuatan
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b Daftar Informasi Publik Tersedia Berkala

c Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
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Informasi daerah wabah penyakit ikan

Daftar Informasi Dikecualikan

Agenda kegiatan pelatihan

Daftar sarana dan prasarana

Informasi Pelayanan Informasi Publik (Standar pelayanan publik, 

maklumat, Jenis dan tarif layanan) /PPID

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit 

organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi 

masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi

Informasi tentang standar layanan Informasi

Informasi bencana alam

Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan 

lokal

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di 

organisasi

Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan 

(Dokumen pengadaan barang dan jasa yang tidak dikecualikan)

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur 

evakuasi keadaan darurat di lingkungan unit organisasinya

Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan publik, maklumat, 

Jenis dan tarif layanan)

Agenda kerja pimpinan satuan kerja
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8 Laporan akses Informasi Publik
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Kekuatan arsitektur keterbukaan BPPP Banyuwangi bersumber pada pemutakhiran 

dan pengumuman instrumen klasifikasi informasi secara legal. Pada tahun ini, balai telah 

menetapkan dan mempublikasikan dua pedoman utama: 

• Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026: Ditetapkan melalui Keputusan Kepala 

BPPSDM Nomor 256 Tahun 2026, yang merinci secara komprehensif dokumen-

dokumen terbuka, mulai dari NSPK Pelatihan, Data Sarana Prasarana, hingga Data 

Smart Fisheries Village UPT, beserta Service Level penyimpanannya.  

• Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2026: Ditetapkan berdasarkan hasil Uji 

Konsekuensi melalui Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 258 Tahun 2026, sebagai 

landasan hukum dalam melindungi kerahasiaan data spesifik, seperti Data Identitas 

Personal/Pribadi Pelaku Utama, guna mencegah penyalahgunaan (fraud) pihak tidak 

bertanggung jawab. 

 

4.2 Transparansi Kinerja, Keuangan, dan Akuntabilitas Kelembagaan 

Pemenuhan instrumen Self Assessment Questionnaire (SAQ) dibuktikan melalui 

peluncuran dokumen-dokumen strategis terbaru di website resmi PPID pada Triwulan II 

ini, yang dikurasi ke dalam tiga klaster utama akuntabilitas: 
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Informasi SDM Penyuluh dan Tenaga Kepenyuluhan

Video publikasi pelatihan online

Informasi Kegiatan Magang dan PKL

Informasi SDM Pelatih dan Tenaga Kepelatihan

Informasi Asesor dan Tenaga Sertifikasi Profesi

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

Data Kelompok Pelaku Usaha Yang Disuluh Lingkup BPPP 

Banyuwangi

Data Kelompok Pelaku Usaha Yang Meningkat Kelas Lingkup 

BPPP Banyuwangi

Data Kelompok Pelaku Usaha Yang Dibentuk Lingkup BPPP 

Banyuwangi

Data Skema Sertifikasi Profesi LSP BPPP Banyuwangi



1. Informasi Profil, Tata Kelola & Kepegawaian: Balai telah mengumumkan Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Negara Tahun 2025, 

termasuk didalamnya dokumen LHKPN milik Kepala Balai dan Bendahara BPPP 

Banyuwangi. Selain itu, PPID juga merilis data keterbukaan aparatur melalui publikasi 

Laporan Jumlah dan Persentase Wajib Lapor LHKASN BPPP Banyuwangi Tahun 

2025, yang sukses menyentuh angka kepatuhan pelaporan nyaris absolut, yakni 

99,93%.  

2. Informasi Rencana Program & Pencapaian Kinerja: Untuk menjamin publik 

mengetahui proyeksi dan capaian institusi, balai telah mengunggah Rencana Strategis 

(Rancangan Indikator Kinerja) Tahun 2026, Rencana Kerja Pelatihan Tahun 2026, 

serta Rencana Kerja Penyuluhan Tahun 2026. Pengumuman rencana tersebut 

diimbangi dengan publikasi pertanggungjawaban evaluasi melalui Laporan Kinerja 

(LKJ) Triwulan IV Tahun 2025 dan LKJ Triwulan I Tahun 2026. BPPP Banyuwangi turut 

mengunggah Informasi Realisasi Kegiatan Beserta Capaian Kinerja Triwulan I, yang 

secara transparan menjabarkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana 

tercatat efektivitas kinerja yang melampaui target, seperti capaian IKU 1 

(Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan) sebesar 111,43%, serta IKU 4 

(Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan) sebesar 113,33%.  

3. Informasi Akuntabilitas Keuangan dan Aset: Balai menjunjung tinggi integritas 

finansial dengan mempublikasikan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit 

secara sah (audited). Dokumen krusial yang dapat diakses bebas oleh publik ini 

mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) Tahun 2025. Lebih jauh, inventarisasi negara juga dilaporkan 

secara terbuka melalui publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) / Daftar Aset dan 

Investasi Tahunan TA 2025. 

 

4.3 Pelayanan Ramah Disabilitas (Pemenuhan HAM) 

Ruang Pelayanan Terpadu Loket 2 BPPP Banyuwangi tetap dikonsep sebagai safe space 

(ruang aman) inklusif, yang meliputi: 

• Akses Mobilitas: Parkir khusus tepat di depan lobi, jalur ramp landai, dan 

ketersediaan kursi roda. 

• Akses Sensorik & Komunikasi: Hearing Aid untuk tuna rungu, perangkat Tablet Text-

to-Speech untuk tuna wicara, dan katalog cetak huruf Braille untuk tuna netra. 

• Fasilitas Tambahan: Ruang Laktasi, Kiosk mandiri, dan ruang tunggu ber-AC. 

 

4.4 Inovasi Gerai Pelangi 

Banyak masyarakat perikanan skala kecil di akar rumput (grassroots) yang kerap kali 

tidak mampu menjangkau informasi dari balai karena terbentur hambatan geografis dan 

digital divide (kesenjangan teknologi). Keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi 

di pelosok pesisir, yang dipadukan dengan tingkat literasi digital yang beragam di kalangan 

nelayan tradisional, sering kali membuat mereka kesulitan mengakses berbagai program 



afirmasi dari pemerintah. Merespons tantangan sosiologis ini, BPPP Banyuwangi menolak 

untuk hanya mengandalkan portal digital dan terus memasifkan inovasi unggulannya, 

yakni Gerai Pelangi (Gerai Pelayanan dan Informasi Publik Penyuluh Perikanan BPPP 

Banyuwangi). 

Konsep utama dari Gerai Pelangi adalah transformasi layanan dari yang bersifat 

menunggu (pasif) menjadi layanan yang proaktif, agresif, dan mobile. Melalui program ini, 

tim penyuluh perikanan lapangan diterjunkan langsung membawa perangkat administrasi 

keliling menuju episentrum aktivitas masyarakat, seperti desa-desa nelayan, sentra 

pelelangan ikan di kawasan Muncar dan Bangsring, hingga lokasi-lokasi kampung 

budidaya. Alih-alih membiarkan masyarakat pesisir menghabiskan waktu dan biaya untuk 

mencari informasi ke kantor balai, kini pelayanan informasi publik tersebut yang secara 

proaktif datang mencari mereka, mewujudkan asas keadilan dan pemerataan secara 

nyata. 

Dalam praktiknya di lapangan, operasional Gerai Pelangi terbukti sangat esensial 

dalam menjembatani kebutuhan administratif para pelaku utama perikanan. Petugas 

penyuluh tidak sekadar melakukan diseminasi informasi melalui pembagian brosur, tetapi 

juga memberikan pendampingan teknis secara tuntas (end-to-end). Mereka membantu 

nelayan melakukan pendaftaran pelatihan dan sertifikasi kepelautan (seperti BST dan 

SKN), memberikan konsultasi terkait kalender diklat balai, hingga memfasilitasi 

permohonan informasi dengan menginputkan data masyarakat langsung ke dalam sistem 

aplikasi e-PPID melalui gawai pintar milik petugas. Dengan mekanisme ini, masyarakat 

yang sama sekali tidak memiliki akses internet tetap diakomodasi haknya dan tercatat 

secara resmi dalam database pemohon informasi balai. 

Secara strategis, konsistensi pelaksanaan Gerai Pelangi memberikan efek ganda 

(multiplier effect) yang sangat positif terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan kepercayaan publik (public trust). Inovasi "jemput bola" ini secara efektif 

meruntuhkan stigma birokrasi pemerintahan yang kaku, sekaligus menjadi representasi 

nyata dari pengejawantahan Visi Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, di 

mana pembangunan SDM pesisir dilakukan dengan prinsip tidak meninggalkan siapa pun 

(no one left behind). Pada akhirnya, komitmen akar rumput inilah yang menjadi salah satu 

instrumen justifikasi terkuat bagi PPID BPPP Banyuwangi dalam mempertahankan gelar 

bergengsi sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif di tingkat nasional.. 

 



BAB V. ANALISIS KINERJA PELAYANAN TRIWULAN I 2026 

 

5.1 Tindak Lanjut Saran dan Rencana Strategis Triwulan I 

Menanggapi evaluasi pada laporan periode sebelumnya, PPID BPPP Banyuwangi 

telah mengeksekusi tiga poin rekomendasi strategis secara komprehensif pada Triwulan 

II ini: 

1. Ekspansi Kanal Demografi Z: Bidang Teknologi Informasi telah memaksimalkan 

publikasi kegiatan balai dengan menyertakan konten-konten tematik terkait 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di platform media sosial short-video 

(TikTok/Reels). Ekspansi ini berhasil menyasar target audiens usia muda, khususnya 

para pelajar SMK Perikanan dan mahasiswa, guna meningkatkan literasi mereka 

terhadap hak akses informasi. 

2. Penilaian Monev Mandiri: Balai telah sukses merilis dan mengimplementasikan 

aplikasi SIMETRIK (Sistem Informasi Manajemen, Evaluasi, dan Tata kelola Reformasi 

Birokrasi Terintegrasi KIP). Melalui tautan resmi 

https://bpppbanyuwangi.com/simetrik/, pengelolaan seluruh tiket permohonan 

informasi, penilaian monitoring dan evaluasi mandiri, beserta sistem penilaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM/SKM) kini terpusat dalam satu dashboard aplikasi terpadu 

yang sangat efisien. 

3. Survei Gerai Pelangi Terintegrasi: Tim penyuluh secara agresif telah 

mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIMETRIK dalam setiap kunjungan proaktif 

Gerai Pelangi. Dengan infrastruktur baru ini, masyarakat pesisir di lapangan dapat 

langsung mengakses modul survei kepuasan layanan informasi publik melalui 

SIMETRIK, sehingga parameter tingkat keberhasilan dan kepuasan publik pasca-

layanan Gerai Pelangi kini terukur secara kuantitatif, real-time, dan akurat. 

 

5.2 Volume, Kanal, dan Karakteristik Permohonan 

Sepanjang kuartal kedua (April - Juni 2026), berdasarkan data agregasi tarikan sistem 

SIMETRIK, lalu lintas permohonan mencatat lonjakan aktivitas produktif dengan angka 

akumulatif sebanyak 16 Permohonan Informasi Publik. Volume ini meningkat tajam 

hingga 100% dibandingkan dengan Triwulan I. 

Secara demografis, pemohon tersebar ke dalam segmen berikut: 

1. Mahasiswa/Akademisi: 7 Permohonan (43,75%) 

2. Wiraswasta/Industri/Pelaku Usaha: 4 Permohonan (25,00%) 

3. Masyarakat Pribadi/Lainnya: 4 Permohonan (25,00%) 

4. Instansi Pemerintah (PNS): 1 Permohonan (6,25%) 

Pergeseran kanal layanan menunjukkan adaptasi digital mutlak, di mana pemanfaatan 

ekosistem nirkabel mencapai 100% (melalui portal e-PPID KKP, aplikasi SIMETRIK, email 

https://bpppbanyuwangi.com/simetrik/


resmi, dan layanan pesan instan WhatsApp) tanpa ada satupun pemohon yang 

diharuskan menempuh jarak fisik ke loket secara langsung. 

 

5.3 Kredibilitas Sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) 

Lonjakan angka permohonan, khususnya dari entitas eksternal di luar lingkup 

kelompok binaan dasar, membuktikan bahwa BPPP Banyuwangi telah diakui secara 

nasional sebagai Center of Excellence yang kredibel. 

Tingginya permintaan data dan informasi pada Triwulan II ini ditandai oleh fenomena 

strategis: 

• Pengakuan Ekosistem Akademik: Instansi terus menjadi laboratorium incaran bagi 

perguruan tinggi ternama. Mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri 

Sriwijaya, UNSOED, hingga Universitas Airlangga Banyuwangi mendominasi 

permintaan kuota PKL, alur perizinan magang di Unit Laboratorium, hingga 

permohonan softfile modul pelatihan aplikatif. 

• Kepercayaan Instansi Pemerintahan: Kredibilitas penyelenggaraan pendidikan 

balai terbukti saat BBPPMT Yogyakarta secara resmi memohon informasi jadwal 

pelaksanaan studi banding terkait metode pelatihan perikanan pada bulan Juni 2026. 

• Kolaborasi Industri dan Usaha: Pihak komersial seperti PNPP Samudra Bestari 

Probolinggo dan Forum Kursus Perhotelan Kapal Pesiar mempercayakan 

pengembangan kapasitas SDM-nya kepada BPPP Banyuwangi, terbukti dari 

permintaan koordinasi teknis pendaftaran massal sertifikasi Basic Safety Training 

(BST) dan ANKAPIN/ATKAPIN bagi puluhan alumni mereka. 

 

5.4 Manajemen Penolakan dan Mitigasi Sengketa Hukum 

Dari total 16 permohonan yang diregistrasi, Tim PPID memutus penyelesaian dengan 

status: 

• Selesai (Dikabulkan Sepenuhnya): 10 Permohonan (62,50%) 

• Selesai Ditolak (Informasi Tidak Dikuasai): 6 Permohonan (37,50%) 

Tingginya persentase penolakan (6 permohonan) pada triwulan ini justru 

merepresentasikan kecermatan hukum Tim PPID. Seluruh penolakan murni dilandasi oleh 

fakta bahwa informasi spesifik yang diminta berada di luar yurisdiksi dan Tugas Pokok 

Fungsi BPPP Banyuwangi, bukan atas dasar penyembunyian data atau justifikasi DIK 

yang mengada-ada. 

Keputusan strategis penolakan yang dilakukan meliputi: 

• Penolakan data kompilasi Hasil Tangkapan Ikan Lemuru Bulanan (2020-2024) di 

Pantai Muncar. 

• Penolakan pemberian informasi komersial spesifik mengenai pengepul pembeli dan 

bibit rumput laut Halymenia. 



• Penolakan pengeluaran instan Sertifikat tanpa melalui pelatihan, serta informasi 

jadwal spesifik Ujian Profesi ANKAPIN II yang keputusannya mutlak berada pada 

wewenang Dewan Penguji Keahlian Pelaut Perikanan (DPKP) Pusat. 

• Penolakan permintaan konfirmasi investigatif mengenai kepemilikan bisnis individu 

pada entitas budidaya ikan sidat privat di Jakarta (Sdr. Gandhi). 

Demi memitigasi potensi gugatan keberatan atau sengketa, PPID mempraktikkan 

Sistem Rujukan Terarah (Directed Referral) yang empatik—misalnya, saat menolak 

permohonan data statistik pelabuhan, PPID merujuk dan melampirkan kontak instansi 

berwenang (PPID Ditjen Perikanan Tangkap KKP / Dinas Perikanan Kabupaten 

Banyuwangi) agar riset pemohon tidak menemui jalan buntu. Strategi cerdas ini sukses 

mempertahankan rekam jejak Nol (0) Sengketa Informasi di Triwulan II. 

 

5.4 Waktu Penyelesaian (Service Level Agreement) 

Kinerja efisiensi penyelesaian permohonan (Turnaround Time) oleh Tim PPID 

mencatatkan prestasi ekstrem yang jauh meninggalkan batas maksimal normatif Undang-

Undang KIP (10+7 hari kerja). Pada Triwulan II, rata-rata waktu proses layanan adalah 

1,19 Hari Kerja, dengan nilai median mutlak 0 Hari. 

Rincian pemenuhan SLA atas 16 permohonan: 

• SLA 0 Hari (Diselesaikan dalam hitungan jam di hari yang sama): 12 Permohonan 

(75,00%). Kehadiran aplikasi SIMETRIK dipadukan dengan notifikasi instan ke gawai 

petugas lapangan bekerja sempurna memangkas rantai birokrasi, memungkinkan 

disposisi Wali Data dieksekusi detik itu juga. 

• SLA 2 Hari Kerja: 2 Permohonan (12,50%). Membutuhkan waktu sinkronisasi 

dokumen kurikulum dan penyiapan berkas video pelatihan bagi rekan mahasiswa (Sdr. 

Abraham H. dan Sdri. Yoan Naomi). 

• SLA 4 Hari Kerja: 1 Permohonan (6,25%). Memerlukan eskalasi konfirmasi dengan 

dewan penguji terkait jadwal ujian kompetensi kepelautan. 

• SLA 11 Hari Kerja: 1 Permohonan (6,25%). Terjadi pada pengajuan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) spesifik di Unit Laboratorium, di mana Wali Data memerlukan waktu 

observasi teknis untuk menghitung kuota riil ketersediaan sarana dan ketersediaan 

waktu instruktur pembimbing. 

 

5.6 Analisis Kualitas Respons dan Nilai Tambah (Value-Added) Pelayanan Informasi 

Pada Triwulan II Tahun 2026, Tim Pelaksana PPID BPPP Banyuwangi menunjukkan 

pergeseran paradigma pelayanan dari yang sekadar bersifat menggugurkan kewajiban 

administratif (pemberian dokumen) menjadi penyedia layanan bernilai tambah (Value-

Added Service). 

Ketika masyarakat memohon informasi umum seperti prosedur Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) atau pendaftaran sertifikasi kepelautan (ANKAPIN/ATKAPIN), tim PPID 

merincikan panduan teknis secara komprehensif. Respons yang diberikan mencakup 



mekanisme alur permohonan, daftar kelengkapan dokumen persyaratan secara spesifik, 

rincian biaya PNBP yang transparan, hingga menyertakan tautan resmi website dan 

kontak WhatsApp narahubung teknis yang bertugas (Sdr. Iman Setya Dwi Ardani, Sdr. 

Ricky Aditya Saputra, dan Bpk. Lalu Asep Dwipayana). 

Keunggulan pelayanan juga tercermin dari integrasi pemenuhan dokumen publik 

dengan ekosistem aset digital multimedia balai. Praktik terbaik (best practice) ini 

dibuktikan saat merespons permohonan dari Sdr. Abraham Horisanto terkait materi ajar 

"Pelatihan Pembuatan Keripik Lebay (Lele Bayam) 12 April 2023". Petugas secara proaktif 

turut melampirkan tautan video live streaming dari kanal YouTube resmi BPPP 

Banyuwangi yang memuat rekam jejak pelatihan tersebut. Pendekatan multi-platform ini 

didesain agar masyarakat didukung oleh pemahaman visual dan praktik operasional yang 

utuh. 

Analisis Kinerja: Strategi Value-Added ini sukses memangkas birokrasi pertanyaan 

lanjutan (cutting the follow-up loop). Dengan memberikan peta jalan yang jelas pada 

interaksi pertama, pemohon tidak perlu mengajukan tiket keluhan atau kebingungan 

berulang. Di sisi lain, integrasi aset pengetahuan (YouTube) dengan layanan administrasi 

membuktikan kematangan digitalisasi balai dalam mengamplifikasi diseminasi ilmunya. 

 

 



BAB VI. PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 

ini memberikan legitimasi mutlak bahwa arsitektur tata kelola informasi di Balai Pelatihan 

dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi telah berevolusi dari sekadar kepatuhan 

administratif menjadi budaya kerja yang kokoh. Balai saat ini berada pada tingkat 

konsistensi tertinggi yang mencerminkan fase kematangan kelembagaan (institutional 

maturity). Hal ini membuktikan bahwa dedikasi terhadap transparansi tidak mengalami 

stagnasi pasca-meraih penghargaan, melainkan terus berakselerasi di tengah dinamika 

dan lonjakan kebutuhan informasi dari masyarakat. 

Kematangan operasional tersebut tervalidasi secara kuat melalui kinerja pelayanan 

harian yang sangat efisien dan berorientasi pada kepuasan publik. Dari total 16 tiket 

permohonan informasi yang diregistrasi pada kuartal ini, Tim Pelaksana PPID mampu 

mengeksekusinya dengan kecepatan luar biasa, di mana mayoritas permohonan berhasil 

diselesaikan secara seketika pada hari yang sama (Service Level Agreement / SLA 0 

Hari). Kinerja prima ini membuktikan bahwa sistem notifikasi digital dan kesigapan 

petugas di lapangan telah berjalan dalam satu ritme yang harmonis, memangkas rantai 

birokrasi yang selama ini sering menjadi keluhan masyarakat. 

Lebih jauh lagi, kecerdasan sistem manajemen risiko BPPP Banyuwangi teruji 

sempurna melalui penanganan 6 permohonan yang berstatus ditolak karena di luar 

kewenangan balai. Alih-alih memberikan penolakan kaku yang berpotensi menimbulkan 

frustrasi, Tim PPID menerapkan strategi rujukan administratif (directed referral) yang 

empatik dan tepat sasaran dengan memberikan panduan instansi mana yang harus 

dihubungi. Pendekatan solutif dan edukatif inilah yang menjadi pilar utama keberhasilan 

balai dalam meredam potensi ketidakpuasan publik, sekaligus sukses menjaga rekam 

jejak emas, yakni nol (0) sengketa informasi. 

Komitmen BPPP Banyuwangi terhadap prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement) juga dibuktikan melalui implementasi tuntas atas seluruh rekomendasi 

strategis Triwulan I. Kehadiran aplikasi SIMETRIK tidak hanya mendigitalisasi 

pengelolaan tiket permohonan menjadi satu pintu, tetapi juga mengintegrasikan Survei 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kini dapat diakses langsung oleh masyarakat 

pesisir melalui inovasi jemput bola "Gerai Pelangi". Selain itu, langkah ekspansi kampanye 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menembus ekosistem media sosial Gen-Z 

menegaskan visi balai yang adaptif dan inklusif. Strategi ini memastikan bahwa literasi 

hak atas informasi menyebar merata, menjangkau pelajar dan generasi muda yang akan 

menjadi penerus sektor kelautan. 

Pada puncaknya, seluruh arsitektur pelayanan dan inovasi kelembagaan ini mendapat 

pengakuan serta verifikasi kelayakan secara langsung saat pelaksanaan Monev Pusat 

bersama Sekretariat BPPSDM KP pada bulan Juni 2026. Momentum tersebut juga 

menjadi etalase keberhasilan balai dalam meluncurkan dokumen transparansi 

akuntabilitas secara masif dan real-time, yang meliputi publikasi LHKPN, LHKASN, 

Rencana Strategis, Laporan Kinerja (LKJ), hingga Laporan Keuangan beraudit (LRA & 



CALK). Agregat pencapaian ini menegaskan sebuah konklusi paripurna: predikat 

"Informatif" bagi BPPP Banyuwangi bukan lagi sekadar penghargaan, melainkan telah 

menjadi denyut nadi operasional. Pelayanan transparan ini menyentuh langsung 

kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai amunisi esensial dalam 

mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Visi Ekonomi Biru. 

 

6.2 Saran dan Rencana Strategis 

Guna merawat kualitas layanan unggul ini, direkomendasikan langkah taktis untuk 

Triwulan III: 

1. Penguatan Otomatisasi Sistem Rujukan pada SIMETRIK: Memformulasikan 

database link rujukan terintegrasi (katalog directed referral) di dalam sistem back-end 

aplikasi SIMETRIK yang memuat kontak instansi berwenang tingkat kementerian atau 

pemerintah daerah, sehingga penolakan tiket spesifik dapat diarahkan secara 

otomatis kepada pemohon dengan lebih presisi dan tersistem. 

2. Konversi E-Book Tematik Terbuka: Mengingat tingginya permintaan softfile materi 

pelatihan teknis yang berpotensi komersial (seperti budidaya atau pengolahan hasil 

tangkapan), disarankan untuk mengonversi dokumen bahan tayang menjadi modul E-

Book yang bisa diunduh secara mandiri oleh publik di portal utama balai tanpa perlu 

membuat tiket permohonan melalui e-PPID. 

3. Analisis Dampak Korelatif SKM Gerai Pelangi: Menugaskan tim evaluator untuk 

menganalisis hasil rekapitulasi kuesioner dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

aplikasi SIMETRIK yang diisi langsung oleh nelayan pasca-layanan Gerai Pelangi, 

guna memetakan tren kebutuhan pelatihan dan informasi spesifik di lapangan pada 

triwulan berikutnya. 
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